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Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi dan kekuasaan tertinggi berada ditangan 

rakyat. Demokratisasi di indonesia dimulai dari tingkat kampung atau otonomi 

asli.Demokratisasi yang terjadi di kampung membutuhkan partisipasi yang harus dimulai 

dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang 

kebutuhannya. 

 

Terselenggaranya demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan kampung dapat dilihat dari 

pelaksanaan penyusunan peraturan kampung yang melibatkan pemerintah kampung, BPK 

serta masyarakat.Salah satu Peraturan Kampung yang dibuat di Kampung Sidoarjo adalah 

Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2011, 

sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Demokratisasi ditingkat kampung.Akan tetapi 

Realitasnya beberapa sumber menyatakan bahwa proses penyusunan APBK tahun 2011 yang 

terjadi dalam proses pemerintahan di Kampung Sidoarjo diduga belum optimal dalam 

menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi. Kurang optimalnya demokratisasi dikarenakan 

kurangnya partisipasi masyarakat serta masih banyaknya tokoh masyarakat yang tidak 

dilibatkan dalam penyusunan APBK.Faktor-Faktor Apakah yang MenunjukanDemokratisasi 



Kurang Optimal Dalam Penyusunan Peraturan Kampung Tentang APBK Tahun 2011 di 

Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan? 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalahuntuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab 

Demokratisasi Kurang Optimal dalam Penyusunan Peraturan Kampung Tentang APBK 

Tahun 2011 di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan 

dokumentasi. 

 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa faktor-faktor penyebab kurang optimalnya 

demokratisasi penyusunan APBK di Kampung Sidoarjo dikarenakan kurangnya partisipasi 

dari masyarakat selain itu masih buruknya kerjasama atau koordinasi antara pemerintah 

kampung dan BPK serta kepala dusun mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak terlibat 

dalam musyawarah. Selain itu tidak adanya partisipasi dan kontrol akhir dari masyarakat 

menyebabkan musyawarah lebih didominasi oleh pemerintah kampung dan BPK. 
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